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ABSTRACT

Digitalisasi pada keluarga Muslim Indonesia menghadirkan tantangan baru dalam penerapan
hukum waris Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum waris Islam
beradaptasi terhadap keberadaan aset digital, yang secara praktik belum secara tegas
diakomodasi dalam peraturan nasional maupun doktrin figh waris klasik. Terdapat kesenjangan
antara norma hukum Islam yang menekankan asas keadilan dan praktik, di mana pembagian
serta pembuktian kepemilikan aset digital kerap menimbulkan sengketa antar ahli waris.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka,
memanfaatkan sumber primer Al-Qur’an, Hadis, fatwa MUI, serta literatur akademik dan
regulasi terkait. Temuan menunjukkan bahwa pengakuan aset digital sebagai objek waris masih
dalam perkembangan, regulasi terkait belum komprehensif, dan masih diperlukan integrasi
teknologi seperti blockchain serta penguatan literasi hukum untuk mencegah sengketa.
Integrasi nilai syariah dituntut agar prinsip keadilan dan maslahat tetap terjaga; di sisi lain,
edukasi dan regulasi adaptif sangat mendesak demi menjamin perlindungan hak waris di era
digital. Penelitian ini memberikan kontribusi pada perumusan solusi normatif dan praktis yang
dapat menjadi rujukan pembuat kebijakan menghadapi kompleksitas pewarisan di masa

mendatang.
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PENDAHULUAN

Perubahan teknologi informasi
mengubah cara kita memandang hukum waris,
khususnya pada keluarga-keluarga Muslim yang
memiliki aset digital (Klasicek, 2023). Penting
untuk meneliti bagaimana hukum waris Islam
diterapkan dalam realitas baru ini, mengingat
banyak norma yang sudah mapan belum
sepenuhnya mengakomodasi keberadaan aset
digital seperti cryptocurrency dan akun media
sosial (Mobidin dkk., 2019). Kesenjangan antara
aturan yang ideal dalam teks agama dengan
kondisi nyata di lapangan menimbulkan risiko
ketidakadilan dalam pembagian warisan (Amalia
dkk., 2024). Fenomena ini menuntut kajian yang
komprehensif, karena memastikan hukum tetap
relevan dan berfungsi sebagai alat keadilan
dalam konteks sosial dan teknologi yang
berubah (Amanda, 2025).

Salah satu alasan pentingnya penelitian ini
adalah kompleksitas yang ditimbulkan oleh
digitalisasi data dalam keluarga (Marsanti &

Urbaniasi, 2025). Berbeda dari yang dulu hanya
berfokus pada harta fisik, sekarang kita
menghadapi harta tak berwujud yang
keberadaannya  sulit  dibuktikan  secara
konvensional. Kondisi ini = menimbulkan
tantangan baru dalam proses pembagian
warisan, yang jika tidak ditangani dengan tepat,
dapat melahirkan konflik dan ketegangan antar
ahli waris (Zubandi Thahir & Mu’'minah, 2025).
Penelitian ini menempatkan dirinya pada posisi
yang unik, menghubungkan hukum Islam klasik
dengan dinamika teknologi dan regulasi modern
sehingga menghasilkan solusi terpadu.
Perluasan cakupan hukum waris untuk
mencakup aset digital belum banyak dibahas
secara exhaustif dalam literatur, khususnya
dalam konteks hukum Islam Indonesia (Amalia
dkk., 2024). Dengan mengangkat isu ini,
penelitian ~ menambah  wawasan  melalui
pendekatan yang menyeluruh terhadap sumber
hukum primer seperti Al-Qur’an dan Hadis, serta
regulasi dan fatwa terkait. Kajian ini diharapkan
menjadi referensi penting bagi pembuat
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kebijakan dan akademisi dalam menghadapi
perkembangan zaman tanpa meninggalkan
prinsip-prinsip dasar agama. Penelitian ini juga
memberi kontribusi dengan menyajikan analisis
yang menggabungkan aspek teoretis dan
aplikatif.

Selain aspek teoritis, penelitian ini juga
relevan secara praktis karena menyangkut aspek
sosial dan kemasyarakatan keluarga Muslim
yang semakin kompleks. Digitalisasi mengubah
struktur dan pola interaksi keluarga yang selama
ini menjadi dasar pelaksanaan hukum waris
(Wahyu dkk., 2024). Oleh karena itu, studi ini
berupaya memberikan arahan praktis dalam
memahami dan mengelola warisan digital sesuai
dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan
yang ditetapkan dalam  syariat Islam.
Harapannya, hasil penelitian membantu
mengurangi potensi konflik dan memperkuat
persatuan keluarga dalam menghadapi era
digital.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan
dan peluang dalam adaptasi hukum waris Islam
terhadap digitalisasi data keluarga, serta
merumuskan rekomendasi yang aplikatif untuk
penguatan regulasi dan integrasi teknologi
digital. Hasil kajian ini akan memperlihatkan
bagaimana norma hukum dapat
diinterpretasikan kembali agar responsif
terhadap  perkembangan  terbaru  tanpa
mengorbankan prinsip syariah, sekaligus
memberikan kontribusi penting bagi
perkembangan hukum Islam di Indonesia di
masa depan.

METODE

Metode penelitian dalam tulisan ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian kepustakaan (library research)
(Asna, 2024). Metode ini dipilih karena fokus
penelitian adalah menganalisis perkembangan
hukum waris Islam dalam konteks digitalisasi
data keluarga berdasarkan sumber dokumenter
berupa Al-Qur’an, Hadis, peraturan perundang-
undangan terkait, fatwa MUI, serta literatur
ilmiah yang relevan dari buku, artikel, dan jurnal
hukum  (Jamallius &  Meirison, 2025).
Penggunaan studi kepustakaan memungkinkan
pengumpulan data yang komprehensif, berupa
data primer dan sekunder yang valid, guna
mendukung analisis mendalam serta
membangun argumen hukum yang kuat (Ismail
& Uu Nurul Huda, 2025). Pendekatan ini efektif
untuk mengkaji kesesuaian norma hukum Islam
dan regulasi positif dalam menghadapi

fenomena warisan aset digital yang berkembang
pesat (Muhammad Rusli, 2025).

Dalam rangka menjamin validitas dan
reliabilitas data, penelitian ini menggunakan
triangulasi sumber data dengan
membandingkan hasil studi literatur dari
berbagai dokumen hukum dan karya ilmiah
serta pandangan ulama sebagai data primer
(Zubandi Thahir & Mu’'minah, 2025). Teknik
pengumpulan data mencakup studi dokumen,
telaah isi, dan pencatatan sistematis terhadap
norma hukum dan regulasi yang relevan
(Sangaroonsilp dkk., 2023). Untuk analisis data,
digunakan metode deskriptif analisis, yaitu
mendeskripsikan dan menginterpretasikan data
secara sistematis dan kritis untuk
mengidentifikasi kesenjangan, tantangan
(Nassaji, 2015), serta memberikan rekomendasi
yang aplikatif terhadap adaptasi hukum waris
Islam dalam era digitalisasi data keluarga. Hasil
analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi
yang runtut sehingga memudahkan pemahaman
pembaca (Musdolifah, 2019).

Metode penelitian ini juga
mempertimbangkan aspek keabsahan data
melalui analisis kompatibilitas antara sumber
primer dan sekunder agar menghasilkan
kesimpulan yang terpercaya dan berdasar
(Susanto dkk., 2023). Evaluasi tersebut
dilakukan dengan menguji kesesuaian data
empiris dan normatif terhadap konsep hukum
Islam dan prinsip maqashid al-shariah
(Nasrullah Kartika MR & Noor, 2014). Dengan
demikian, metodologi ini tidak hanya
berorientasi pada pengumpulan data, tetapi juga
memastikan bahwa seluruh data yang dianalisis
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
(Rifa’i, 2023). Pendekatan ini sangat sesuai
untuk  kajian  yuridis = normatif  yang
komprehensif dalam konteks hukum waris Islam
yang terus mengalami tantangan di era
globalisasi dan digitalisasi (Amanda, 2025).

Secara keseluruhan, metode penelitian
kepustakaan dengan pendekatan kualitatif
yuridis ini memberikan kerangka kerja
sistematis dalam menganalisis regulasi, doktrin,
dan prinsip hukum Islam yang relevan (Firdaus
dkk., 2022). Pendekatan ini menjadi fondasi
yang tepat untuk memahami dinamika hukum
waris Islam dalam menghadapi perkembangan
teknologi digital, sekaligus memberikan ruang
bagi interpretasi dan penyesuaian hukum yang
diperlukan agar hukum waris Islam tetap
aplikatif dan bernilai dalam konteks modern.
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TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar-Dasar Hukum Waris Islam dalam

Konteks Digitalisasi

Hukum waris Islam didasarkan pada
ketentuan Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi
pedoman utama umat Muslim dalam membagi
harta peninggalan (Ernik dkk., 2024). Dalam
konteks digitalisasi data keluarga, landasan
hukum ini tetap relevan dan menjadi pijakan
utama (Satria dkk. 2024). Al-Qur'an Surat An-
Nisa ayat 7 menegaskan pembagian hak waris
antara laki-laki dan perempuan dengan
ketetapan yang adil dari Allah SWT.
(Hikmatullah Djamud dkk., 2024), Allah
berfirman yang artinya: "Bagi laki-laki ada hak
bagian dari harta peninggalan kedua orang tua
dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan kedua
orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun
banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan"
(Qur’an An-Nisa/4:7).

Ayat ini menjadi dasar utama hukum waris
dalam Islam yang mengatur pembagian hak
waris secara adil, termasuk untuk aset digital
yang kini semakin berkembang dan bernilai
ekonomi. Lebih lanjut, Nabi Muhammad SAW
menekankan pentingnya mempelajari hukum
waris sebagai dasar ilmu yang esensial untuk
kehidupan umat Islam (Abdullah, 2021). Beliau
bersabda yang artinya : “Belajarlah ilmu faraidh,
karena itu adalah bagian dari agama kalian, dan
itu adalah setengah dari ilmu, dan itu adalah hal
pertama yang akan dihilangkan dari umatku.”
(HR. Ibnu Majah Hadis Nomor 2719).

Hadis ini menegaskan bahwa ilmu waris
adalah bagian pokok ilmu agama yang harus
terus dikaji dan disebarkan agar dapat
diaplikasikan dengan tepat (Kurniawan &
Listiani, 2022), termasuk dalam menghadapi
tantangan digitalisasi data harta keluarga.
Pemahaman akan dasar hukum waris ini
memungkinkan umat Islam untuk menerapkan
prinsip keadilan dan ketentuan syariah dalam
mengelola aset digital (Sanafiah, 2024).

Prinsip pembagian yang adil dan terukur
menurut ketentuan Allah harus menjadi pijakan
dalam mengatur harta warisan baik yang
bersifat fisik maupun non-fisik (digital) (Bintang
dkk. 2025). Oleh karena itu, adaptasi hukum
waris Islam dalam era digitalisasi tidak berarti
mengubah prinsip dasar, tetapi melakukan
penyesuaian teknis agar hukum waris tetap
relevan dan efektif dalam konteks perubahan
zaman serta kemajuan teknologi informasi
(Zainal Abidin & Syauqi, 2024).

Adaptasi Hukum Waris Islam dalam Era Digitalisasi

Dengan memahami fondasi ini, hukum
waris Islam dapat terus hidup dan berkembang
tanpa kehilangan kekuatan normatif dan
aplikatifnya, menjaga keadilan serta
kesejahteraan ahli waris dalam keluarga Muslim
di era digital.

2. Pengakuan Aset Digital dalam Sistem

Waris Islam di Indonesia

Pengakuan aset digital sebagai bagian dari
harta waris dalam hukum waris Islam di
Indonesia perlu dilihat dari dua aspek: regulasi
nasional dan prinsip syariah (Zubandi Thahir &
Mu’'minah, 2025). Saat ini, belum ada putusan
pengadilan yang secara eksplisit mengatur
pewarisan aset digital seperti cryptocurrency
(Marsanti &  Urbaniasi, 2025). Namun,
kelembagaan Islam seperti Majelis Ulama
Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa
penting terkait status syariah aset digital ini
(Anwar dkk., 2025). Fatwa DSN-MUI No. 144
Tahun 2021 secara tegas menyatakan bahwa
penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar
hukumnya haram karena mengandung unsur
gharar (ketidakpastian), dharar (kerugian), dan
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 tentang Mata Uang (Latang dkk.,
2024). Namun, fatwa ini membolehkan
cryptocurrency sebagai komoditas atau aset
digital, selama memenuhi syarat syariah seperti
adanya underlying asset dan tidak mengandung
spekulasi yang berlebihan (Faizi, 2023).

Belum adanya regulasi positif yang jelas di
Indonesia terkait pewarisan aset digital
membuat praktik pembagiannya menimbulkan
tantangan (Heriyanto Heriyanto dkk. 2024).
Kepemilikan dan pembuktian aset digital dalam
hukum waris Islam harus disesuaikan dengan
prinsip faraidh, yaitu pembagian harta sesuai
ketentuan syariah yang adil (Ragasatria, 2025).
Studi akademik memandang bahwa aset digital
dapat dianalogikan sebagai mal tak berwujud
yang berhak diwariskan, asalkan
kepemilikannya dapat dibuktikan dengan jelas
dan sah (Wahab dkk., 2023). Hal ini menuntut
mekanisme teknis verifikasi aset digital yang
andal, seperti penggunaan teknologi blockchain
yang dapat memberikan kepastian hukum dan
administrasi yang transparan untuk ahli waris
(Marsanti & Urbaniasi, 2025).

Penegasan fatwa MUI ini menjadi landasan
bagi pengembangan regulasi dan hukum waris
Islam di Indonesia agar dapat mengakomodasi
perkembangan teknologi dan inovasi aset digital
(Hidayati dkk., 2023). Dengan demikian,
pengakuan aset digital dalam sistem waris Islam
bukan hanya soal memasukkan aset tak
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berwujud dalam pembagian warisan, melainkan
juga memastikan bahwa prinsip syariah,
keadilan, dan perlindungan hak ahli waris tetap
terjaga di tengah era digitalisasi (Zubandi Thahir
& Mu’'minah, 2025). Regulator dan pemangku
kepentingan diharapkan dapat segera menyusun
aturan hukum yang memadai untuk menjawab
tantangan ini secara komprehensif  (Marsanti
& Urbaniasi, 2025).

3. Tantangan Hukum Waris Islam di Era

Digitalisasi

Era digital membawa perubahan signifikan
dalam memahami dan menerapkan hukum waris
[slam, namun sekaligus menimbulkan berbagai
tantangan baru (Zainal Abidin & Syauqi, 2024).
Salah satu tantangan utama adalah validitas dan
keamanan dokumen digital sebagai bukti
kepemilikan dalam proses pembagian warisan
(Alamanda & Anindita, 2025). Belum adanya
sistem standar yang diakui secara luas untuk
membuktikan legalitas dokumen digital bisa
menimbulkan sengketa antar ahli waris
(Tarigan, 2022).

Selain itu, perbedaan antara hukum positif
dan hukum Islam terkait aset digital seperti
cryptocurrency dan  NFT  menimbulkan
ketidakpastian hukum (Karin Joana Abigail,
2025). Sebagaimana diungkapkan dalam
penelitian sebelumnya “ketidaksesuaian regulasi
antara hukum positif dan hukum Islam dalam
mengatur aset digital menyebabkan kesulitan
dalam pembuktian, transfer, dan pembagian aset
tersebut setelah pewaris meninggal” (Amalia
dkk., 2024). Oleh karena itu, ketidakkonsistenan
ini harus segera diatasi agar hukum waris Islam
dapat diterapkan dengan adil dan efektif di era
digital (Zubandi Thahir & Mu’minah, 2025).

Perubahan sosial dan ekonomi di era
digital turut mempengaruhi dinamika hukum
waris dalam keluarga Muslim (Wahyu dkk,
2024). Mobilitas yang tinggi dan tersebarnya
anggota keluarga di berbagai daerah atau negara
menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan
hukum waris yang bersifat lokal dan berbeda
yurisdiksi (Sinta Trijanatun Kasanah dkk., 2025).

Studi juga memperlihatkan adanya
kesenjangan antar generasi dalam memahami
teknologi digital (Visye Antasya dkk., 2025) yang
digunakan untuk mengelola warisan digital
(Heriyanto Heriyanto dkk., 2024). Generasi
muda yang melek teknologi lebih cepat
menerima digitalisasi, sementara generasi lebih
tua mungkin masih mengandalkan metode
tradisional (APRYANTO, 2022), yang
menimbulkan potensi konflik internal keluarga
terkait keputusan pembagian warisan (Riyadi &

Zumrotun, 2023). Kondisi ini mengharuskan
adanya pendekatan komunikasi dan edukasi
yang terarah untuk mengurangi gesekan antar
generasi dan memastikan pemahaman hukum
waris tetap kokoh meskipun dalam konteks
teknologi baru (Khilmi & Hafidzah, 2020).
Selanjutnya, tantangan berikutnya adalah
integrasi hukum waris Islam dengan teknologi
informasi yang terus berkembang (Zubandi
Thahir & Mu'minah, 2025). Penggunaan
teknologi seperti blockchain dapat memberikan
solusi dalam menciptakan catatan waris yang
transparan dan aman (Arwani & Priyadi, 2024),
namun implementasinya masih  rendah
disebabkan oleh kurangnya regulasi dan
pemahaman teknis di kalangan aparat hukum
maupun masyarakat (Tegar Dwi Fajriatama dkk,,
2025). Selain itu, ketidaksiapan sumber daya
manusia di bidang hukum Islam untuk
mengadopsi teknologi digital menghambat
optimalisasi inovasi dalam pengelolaan warisan.
Kajian menyatakan bahwa sinergi antara ulama,
ahli hukum, dan teknologi sangat dibutuhkan
untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan
prinsip syariah dan kebutuhan era digital
(Priyambodo, 2023). Oleh karenanya,
peningkatan kapasitas dan kolaborasi lintas
disiplin menjadi urgensi dalam menjawab
tantangan hukum waris Islam di era digitalisasi
data keluarga (Zainal Abidin & Syauqji, 2024).

4. Adaptasi Regulasi dan Teknologi dalam

Pewarisan Aset Digital

Pemerintah Indonesia telah mengambil
langkah adaptif dalam mengatur aset digital
melalui kebijakan dan regulasi terkini untuk
menjawab perkembangan teknologi keuangan
digital termasuk aset kripto (Pambajeng dkk.,
2025). Contohnya, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50 Tahun 2025 (PMK 50/2025)
mengatur pajak pertambahan nilai dan pajak
penghasilan atas transaksi perdagangan aset
kripto secara lebih adil dengan menghapus PPN
atas penyerahan aset kripto di platform resmi
(Pemerintah Perkuat Pengaturan Pajak Aset
Kripto | Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). Regulasi
turunan dari Undang-Undang Pengembangan
dan  Penguatan Sektor Keuangan juga
mengalihkan pengawasan aset keuangan digital
dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) (Soerjadi & Kusmiadi, 2024). Hal ini
menunjukkan langkah pemerintah dalam
menyediakan kepastian hukum dan tata kelola
yang kuat bagi aset digital, mendukung
inklusivitas dan stabilitas ekosistem keuangan
digital Indonesia (Soerjadi & Kusmiadi, 2024).
Adaptasi regulasi ini merupakan dasar penting
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dalam memastikan aset digital yang menjadi
bagian dari warisan keluarga dapat dikelola dan
diatur dengan kejelasan hukum (Marsanti &
Urbaniasi, 2025).

Namun, pengaturan ini belum sepenuhnya
mengatur secara khusus mekanisme pewarisan
aset digital sesuai prinsip hukum Islam (Zubandi
Thahir & Mu’'minah, 2025). Tantangan utama
yang masih dihadapi adalah bagaimana
mengintegrasikan  prinsip syariah faraidh
dengan teknologi modern dan regulasi nasional
agar distribusi warisan digital berjalan adil dan
transparan. Studi terbaru mengungkapkan
bahwa teknologi seperti blockchain berpotensi
menjawab persoalan pembuktian kepemilikan
dan transparansi distribusi aset digital dalam
warisan (Arwani & Priyadi, 2024). Blockchain
menyediakan sistem pencatatan yang aman,
tidak dapat dimanipulasi, dan dapat dipantau
oleh semua pihak terkait (Hasya dkk., 2024).
Dengan demikian, adaptasi teknologi ini dapat
memperkuat penerapan hukum waris Islam
yang membutuhkan Kkejujuran dan keadilan
dalam pembagian harta (Djumadi, 2023).

Sinergi antara pembuat regulasi dan
pengembang teknologi menjadi kunci
keberhasilan dalam menjawab tantangan
pewarisan aset digital (Asriani dkk., 2025).
Regulator perlu melibatkan pakar hukum Islam,
teknologi, dan pemangku kepentingan untuk
merancang mekanisme pewarisan digital
berbasis teknologi yang sesuai dengan syariah
dan hukum nasional. Pendekatan kolaboratif
sangat dibutuhkan untuk mengembangkan
perangkat hukum dan teknologi yang adaptif,
sehingga konservasi nilai-nilai syariah tidak
terabaikan di tengah lingkungan digital yang
terus berubah (Rahmawati, 2023). Mendorong
edukasi kepada masyarakat dan penguatan
kapasitas aparat hukum juga menjadi bagian
dari strategi adaptasi yang holistic dan
berkelanjutan (Muzawir & Jayadi, 2021).

5. Integrasi Nilai Syariah dalam Pewarisan

Aset Digital

Integrasi  nilai-nilai  syariah  dalam
pewarisan aset digital merupakan tantangan
sekaligus kebutuhan yang mendesak dalam
hukum waris Islam di Indonesia (Zubandi Thahir
& Mu'minah, 2025). Prinsip keadilan,
kemaslahatan, dan perlindungan hak ahli waris
menjadi basis utama yang harus dijaga dalam
proses distribusi harta warisan digital (Yang,
2025). Dalam konteks ini, maqgashid al-syariah
memberikan kerangka tujuan hukum Islam yang
menekankan  perlindungan  jiwa, harta,
keturunan, dan kehormatan keluarga (Elewa,

Adaptasi Hukum Waris Islam dalam Era Digitalisasi

2020). Oleh karena itu, penerapan prinsip-
prinsip tersebut dalam pewarisan aset digital
harus memastikan bahwa pembagian warisan
tidak menimbulkan konflik dan tetap menjaga
keseimbangan hak semua pihak yang berhak
(Ahmad Fandika dkk., 2024).

Permasalahan yang muncul dalam
mengintegrasikan nilai syariah adalah
keterbatasan regulasi yang belum secara khusus
memuat pengaturan pewarisan aset digital
berdasarkan hukum Islam (A. Akramov dkk,
2024). Studi terbaru menyoroti bahwa meskipun
aset digital tidak berwujud secara fisik, ia
memiliki nilai ekonomi yang nyata dan harus
diwariskan sesuai aturan faraidh dengan
memperhatikan keadilan antar ahli waris (,s_ s
2022). Integrasi ini mensyaratkan mekanisme
pembuktian yang sesuai syariah serta
transparansi distribusi agar tidak terjadi
sengketa yang merugikan pihak tertentu
(Mashudi, 2024). Kebutuhan akan kolaborasi
antara ulama, akademisi, dan praktisi hukum
menjadi sangat krusial untuk merumuskan
solusi yang aplikatif dan sesuai dengan prinsip
Islam (Huda & Huda, 2024).

Nilai-nilai  syariah  juga  mengajak
komunitas Muslim untuk bersikap etis dalam
pemanfaatan teknologi digital guna memastikan
warisan digital dapat memberikan manfaat dan
keberkahan (Rosyad & Alif, 2023). Prinsip
kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan
terhadap hak orang lain harus menjadi fondasi
dalam setiap transaksi digital, termasuk
pengalihan warisan digital (Kharitonova, 2021).
Dalam penelitian kontemporer, disebutkan
bahwa integrasi nilai syariah dalam ekonomi
digital mewujudkan ekosistem digital beretika
yang berlandaskan keadilan, keberkahan, dan
tanggung jawab sosial (Baknopi dkk., 2025).
Pendekatan ini tidak sekadar menjadikan
syariah sebagai formalitas, melainkan sebagai
landasan moral dalam menghadapi tantangan
digitalisasi masa kini (Faizin dkk., 2025).

Dengan penguatan integrasi nilai syariah
dalam sistem pewarisan digital, diharapkan
hukum waris Islam dapat tetap relevan dan
responsif terhadap perkembangan teknologi
tanpa mengorbankan keadilan dan
kemaslahatan umat (Hardiyansyah dkk., 2024).
Strategi ini menjadikan syariah sebagai
pedoman yang adaptif sekaligus kokoh,
menghasilkan pewarisan yang adil dan
berkeadaban di era digitalisasi data keluarga.
Oleh karenanya, sinergi regulasi, edukasi, dan
teknologi berbasis keislaman menjadi fondasi
dalam menyongsong masa depan hukum waris
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Islam yang modern dan bermakna (Nur Azka
Wahida dkk., 2025).

6. Implikasi Sosial dan Hukum dari
Digitalisasi Warisan Keluarga
Digitalisasi warisan keluarga membawa

dampak sosial yang cukup kompleks terutama

terkait akses dan pengelolaan aset oleh ahli
waris (Sergeeva dkk., 2020). Masyarakat modern
kini memiliki aset digital dalam bentuk
cryptocurrency, akun media sosial, dan
kekayaan digital lain yang harus diakui dalam
pembagian warisan (lon & Ciuca, 2024). Namun,
banyak ahli waris mengalami kesulitan dalam
mengakses dan mengelola aset digital ini karena
minimnya aturan formal dan pemahaman teknis

(A. Akramov dkk., 2024). Hal ini mengakibatkan

risiko hilangnya nilai warisan dan potensi

sengketa keluarga yang dapat merusak

hubungan antar ahli waris (Michels dkk., 2021).

Fenomena ini mengubah paradigma tradisional

warisan yang selama ini hanya mengacu pada

aset fisik, menuntut adaptasi hukum dan sosial

yang signifikan (Farooqui dkk., 2022).
Perubahan  perilaku  sosial  akibat

digitalisasi juga memengaruhi  dinamika

keluarga (Fadila Rahma Batubara dkk. 2025).

Penggunaan media sosial dan teknologi

komunikasi yang intensif membuat interaksi

langsung antar anggota keluarga menjadi
berkurang, yang dapat melemahkan ikatan
emosional dan kebersamaan dalam keluarga

(Maihasni dkk. 2025). Sementara teknologi

memudahkan komunikasi jarak jauh, ada risiko

meningkatnya keterasingan di antara anggota
keluarga yang berpotensi menimbulkan konflik
terkait warisan (Abdullahi dkk., 2024). Selain itu,
perkembangan digitalisasi membawa tantangan
nilai-nilai budaya tradisional keluarga Indonesia
yang selama ini mengedepankan kebersamaan
dan gotong royong, yang kini mulai tergeser oleh
individualisme dan kemudahan akses informasi
instan (Khaeriyah Khaeriyah & Nurasia Natsir,

2025).

Dari aspek hukum, digitalisasi memacu
reformasi dan modernisasi sistem hukum waris
Indonesia agar sesuai dengan dinamika sosial
dan ekonomi saat ini (Irene Septia Fada dkk.,
2024). Pemerintah dan lembaga pengadilan
mulai mengadopsi sistem elektronik untuk
penyimpanan dan pengelolaan dokumen waris,
meningkatkan efisiensi dan transparansi proses
hukum (Reiling & Contini, 2022). Digitalisasi
prosedur dan dokumen waris membuka peluang
mendapatkan layanan hukum yang lebih mudah
diakses masyarakat (Ugli, 2024). Namun,
modernisasi ini juga menimbulkan resistensi

dari sebagian masyarakat yang masih kuat
mempertahankan sistem tradisional (Terzic &
Kovalev, 2024). Edukasi dan sosialisasi menjadi
kunci untuk membangun kesadaran dan
pemahaman hukum yang lebih baik sehingga
menerapkan warisan digital dapat berjalan
lancar dan adil (Agarwal & Nath, 2021).

7. Rekomendasi Menghadapi Era Digital
untuk Sistem Hukum Waris Islam
Pembaruan regulasi menjadi kebutuhan

mendesak  dalam  mengatasi  tantangan

pewarisan aset digital (Syarifah, 2024). Sistem
hukum waris Islam di Indonesia harus
mengakomodasi pengakuan aset digital sebagai
objek waris dengan mekanisme pembuktian
kepemilikan yang sah dan distribusi yang
transparan (Erika Nur Syarifah Daulay &
Akhmad Budi Cahyono, 2025). Penelitian
normatif  dan komparatif =~ menegaskan
pentingnya kolaborasi pembuat kebijakan,
akademisi, dan masyarakat untuk merumuskan
regulasi yang relevan bagi karakteristik unik
aset digital seperti cryptocurrency dan NFT (Lee,

2024). Regulasi yang jelas akan mengurangi

sengketa antar ahli waris serta memastikan hak-

hak mereka terlindungi secara adil dan

proporsional (Suryawan & Sara, 2024).
Teknologi juga perlu dioptimalkan sebagai

solusi efektif (Yuliani dkk. 2024). Blockchain

adalah contoh teknologi yang memungkinkan
verifikasi  kepemilikan dan  transparansi
pengelolaan aset digital yang kuat (Vdovichen
dkk. 2025). Studi menyatakan bahwa integrasi
teknologi blockchain dengan prinsip syariah
mampu memberikan jaminan keamanan dan
keadilan dalam proses distribusi warisan digital

(Khotimah, 2025). Sinergi antara hukum Islam

dan teknologi digital ini harus diupayakan secara

serius agar hukum waris Islam tetap relevan dan
dapat menjawab kebutuhan masyarakat digital

saat ini (Hidayatulloh & Nurwahid, 2025).

Selain regulasi dan teknologi, edukasi
hukum waris Islam terkait aset digital menjadi
kunci keberhasilan implementasi (Wahab dkk,,
2023). Membangun kesadaran masyarakat
tentang perencanaan waris digital dan legalitas
aset tersebut akan mengurangi potensi konflik
keluarga (Goldston dkk., 2024). Pendidikan dan
pelatihan bagi aparat hukum agar menguasai
aspek teknis dan hukum syariah terkait aset
digital sangat penting agar penyelesaian
sengketa berjalan efektif dan adil (Grace Yulianti
& Ngadi Permana, 2024). Dengan perpaduan
regulasi, teknologi, dan edukasi yang memadai,
sistem hukum waris Islam dapat beradaptasi
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dengan baik menghadapi era digitalisasi
(Hardiyansyah dkk., 2024)

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa hukum
waris Islam di Indonesia harus beradaptasi
menghadapi perkembangan digitalisasi,
khususnya dalam pengakuan dan pengelolaan
aset digital sebagai bagian dari warisan.
Landasan hukum dari Al-Qur’an dan Hadis tetap
menjadi pijakan utama, namun regulasi nasional
masih perlu diperbarui agar dapat secara
eksplisit mengakomodasi aset digital seperti
cryptocurrency dan harta tidak berwujud
lainnya. Digitalisasi warisan menimbulkan
tantangan pembuktian kepemilikan,
ketidakjelasan aturan, dan potensi sengketa
yang memerlukan solusi teknis dan regulasi
serta pemanfaatan teknologi mutakhir seperti
blockchain.

Integrasi nilai-nilai syariah sangat vital
untuk memastikan pembagian waris digital tetap
adil dan sesuai prinsip maqashid al-syariah
dengan menjaga hak-hak ahli waris. Implikasi
sosialnya mencakup perubahan dinamika
keluarga, potensi konflik generasi, dan
pergeseran nilai budaya yang perlu diantisipasi
melalui edukasi hukum dan literasi digital.
Rekomendasi utama adalah penguatan regulasi,
sinergi antara hukum dan teknologi, serta
pelibatan berbagai pemangku kepentingan
untuk membangun sistem hukum waris Islam
yang adaptif dan berkeadilan di era digital.
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